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Abstrak

Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu sumber penerimaan negara yang
sangat penting. Artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan
nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dan oleh karena itu perlu dikelola dengan
meningkatkan peran serta masyarakat sesuai dengan kemampuannya. Bumi dan
bangunan memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang
lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau
memperoleh manfaat dari padanya dan oleh karena itu wajar apabila mereka
diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang
diperolehnya kepada negara melalui pajak.

Penulisan hukum ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum
yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan teknik dalam pengumpulan data
dengan mengacu atau berpegang pada segi- segi yuridis. Penelitian ini akan

meneliti dengan mempelajari berbagai literatur atau bahan hukum sekunder yang
berhubungan dengan objek penelitian.
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Lahirnya sebuah negara pasti memiliki tujuan. Tujuan negara sekaligus
merupakan kewajiban yang harus diemban oleh negara. Khususnya Negara
Kesatuan Republik Indonesia memiliki kewajiban yang tercantum dalam alinea
keempat Pembukaan Undang — Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Tujuan dibentuknya suatu Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan Kkesejahteraan umum, mencerdaskan hidup bangsa dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi

dan keadilan sosial.!

Maka dari itu untuk menciptakan sebuah keadilan sosial, pemerintah
melakukan pembangunan guna untuk kepentingan umum. Pembangunan yang
dilakukan oleh pemerintah semata — mata untuk kemajuan perekonomian negara.
Untuk membiayai seluruh pembangunan negara, pemerintah harus mencari
sumber pendapatan untuk membiayai segala rencana dan program yang telah
dibuat. Sumber pendapatan tersebut antara lain penerimaan dari pungutan
pemerintah. Penerimaan dari pungutan tersebut berasal dari penerimaan pajak dan
bukan penerimaan pajak. Di Indonesia pemungutan pajak sendiri diatur dalam
Pasal 23 ayat (2) Undang — Undang Dasar 1945 bahwa pengenaan dan

pemungutan untuk keperluan negara berdasarkan undang — undang.

Pajak sendiri adalah sumber pendapatan negara yang paling besar. Pajak
mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan
dama yang sebesar — besarnya ke dalam kas negara.? Pajak adalah salah satu
usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam
pemibayaan pembangunan yaitu mennggali sumber dana yang berasal dari dalam

negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang

! Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, PT Bina Aksara, Jakarta, 2005, him. 33
% Chidir Ali, Hukum Pajak Elementer, PT Eresco, Bandung, 2003, him. 134



berguna bagi kepentingan bersama.® Pembagian pajak dibagi menjadi berdasarkan
golongan, sifat, dan pemungutannya. Berdasarkan pemungutannya, pajak dibagi

menjadi dua yaitu:

a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. *

Pajak pusat sendiri terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan
pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan dan bea materai.
Pajak bumi dan bangunan didasarkan pada Undang — Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (yang selanjutnya akan disebut UU

PBB). Pajak bumi dan bangunan dikenakan atas bumi dan atau bangunan.

Bumi dan bangunan berdiri di atas tanah. Tanah memiliki arti yang sangat luas
dalam kehidupan manusia, karena sebagian besar kehidupan manusia bergantung
pada tanah. Kegiatan pembangunan sebagaimana halnya di Indonesia terutama
pembangunan di bidang materil berada di kota maupun di desa. Ada berbagai
kepentingan yang berkaitan dengan persoalan tanah dalam pembangunan.
Pembangunan sangat memerlukan tanah sebagai sarana utamanya, terutama
pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum. Pembangunan terdiri dari
konstruksi bumi dan bangunan yang tidak terlepas dari pajak. Sebagaimana diatur
dalam undang — undang obyek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan
bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya,
termasuk perairan. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
diletakkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan yang diperuntukkan sebagai

tempat tinggal atau tempat berusaha.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di segala bidang kehidupan

terutama untuk kepentingan umum selalu membutuhkan tanah sebagai wadah

> wal uyo, Perpajakan Indonesia, PT Salemba Empat, Jakarta, 2003, him. 1
4 .
Ibid., hIm. 7



untuk diletakannya pembangunan tersebut®. Pengadaan tanah guna kepentingan
umum adalah semata — mata untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Tanah
sendiri memiliki fungsi sosial yang tidak terlepas dari masyarakat. Masyarakat
memiliki hak untuk menikmati segala bentuk fasilitas yang dibangun oleh
pemerintah sebagai kepentingan umum. Untuk mewujudkan segala pembangunan
yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dipunguti pajak untuk

membiayai seluruh pembangunan.

Menurut Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum vyaitu “Tanah untuk kepentingan umum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

a. Pertahanan dan keamanan nasional;

b. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta
api, dan fasilitas operasi kereta api;

c. Waduk, bendungan, bandung, irigasi, saluran air minum, saluran
pembuangan air dan sanitasi;

d. Pelabuhan,bandar udara, terminal;

e. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;

f. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga
listrik;

g. Jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;”

Sedangkan dalam penjelasan pasal 1 ayat 22 UU PBB menguraikan lebih lanjut

lagi bahwa yang termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

Kolam renang
Pagar mewah

Tempat olah raga

a o o ®

Galangan kapal dermaga

Taman mewah

=h

Kilang minyak dan pipa minyak

> Andrian S, Implemen tasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah, PT Sinar Grafika,
Jakarta, 2002, him. 9



g. Jalantol.®

Adapula beberapa obyek pajak bumi dan bangunan yang dikecualikan dari pajak.
Maka dari itu dalam UU PBB diatur obyek pajak yang tidak dikenakan pajak

bumi dan bangunan disebutkan bahwa obyek pajak yang dikecualikan adalah:

1. Digunakan semata — mata untuk melayani kepentingan umum di
bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional,
yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

2. Digunakan untuk kuburan, pendidikan, peninggalan purbakala, atau
sejenis dengan itu;

3. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara
yang belum dibebani suatu hak;

4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik;

5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang

ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak
bergerak, maka yang dipentingkan adalah obyeknya dan oleh karena itu
keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subyek tidak penting dan
tidak mempengaruhi besarnya pajak. Oleh karena itu pajak ini disebut sebagai
pajak obyektif.” Pajak yang bersifat obyektif adalah pajak yang berdasarkan
atau berpangkal pada obyeknya yang berupa benda atau keadaan peristiwa,
dan setelah ada obyeknya baru ditentukan subyek pajaknya. ®Maka dari itu
tanah termasuk dalam obyek pajak bumi dan bangunan.

Ada pula obyek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan,
dalam pasal 3 (a) UU PBB disebutkan adalah obyek pajak yang digunakan
secara semata — mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah,
sosial, kesepakatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak

H. Bohari, Pengantar Hukum Pajak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, him. 74
7 Ibid., him 75
8 Oyok Abuyamin, Pilar — Pilar Perpajakan, PT Adoya Mitra Sejahtera, Bandung, 2014, him. 120



dimaksudkan bukan untuk memperoleh keuntungan. Dapat dilihat bahwa
obyek pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan adalah obyek
pajak yang digunakan hanya untuk melayani kepentingan umum dan tidak

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan atau memiliki unsur komersil.

Dalam prakteknya, bandar udara adalah salah satu obyek pajak bumi dan
bangunan harus membayar pajak karena tidak dikecualikan dari Pasal 3 (a)
UU PBB adalah obyek pajak yang digunakan secara semata — mata untuk
melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesepakatan,
pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk
memperoleh keuntungan. Maka dari itu bandar udara adalah salah satu obyek

pajak bumi dan bangunan yang termasuk dalam Pasal 2 UU PBB.

Undang — undang tidak memberikan definisi kepentingan umum bukan
untuk memperoleh kepentingan umum, sehingga harus ditafsirkan. Maka dari
itu muncul permasalahan mengenai obyek pajak bumi dan bangunan dengan
obyek bandar udara yang masih dalam pembangunan. Dalam penjelasan ayat
(1) UU PBB dijelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan adalah obyek pajak itu diusahakan untuk
melayani kepentingan umum, dan nyata — nyata tidak ditujukan untuk mencari
keuntungan. Kepentingan umum adalah kepentingan seluruh lapisan
masyarakat, tentunya berdampak untuk kepentingan masyarakat luas, dan
tidak terbatas pada pemerintah saja.’ Kepentingan masyarakat yang
merupakan kepentingan bersama, dan bila kepentingan bersama ini dipenuhi
(keamanan, kesejahteraan, dan sebagainya), maka secara tidak langsung
kepentingan individu/ anggota masyarakat juga terpenuhi karena individu

tercakup di dalamnya.°

Saat ini terdapat pembangunan bandar udara di Kertajati Majalengka yang
masih dalam proses pembangunan. Pembangunan bandara ini dimulai pada
tahun 2015 dan hingga sekarang masih dalam proses pembangunan. Bandara

ini memiliki luas lahan 1.800 hektar dan disinyalir akan menjadi bandara

> AP.Pa rlindungan, Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform, PT Mandar Maju, Bandung,
1994, him. 51
19 Rochmat Soemitro, Asas dan Dasar Perpajakan, PT Eresco, Bandung, 1992, him. 9



daerah terluas di Indonesia. Pada akhir Desember, 2016 Pemerintah Provinsi
menolak membayar pajak bumi dan bangunan di kawasan Bandara
Internasional Jawa Barat di Kertajati, Majalengka. Lalu Pemerintah Provinsi
mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Majalengka (Pemerintah Kabupaten Majalengka) dengan alasan lahan tersebut
adalah lahan kepentingan umum untuk fasilitas sosial. Tetapi keberatan
tersebut ditolak oleh Pemerintah Kabupaten karena alasannya tidak mendasar.
Alasan Pemerintah Kabupaten menolak terseut adalah lahan bandara tersebut
memiliki unsur komersial, sehingga Pemerintah Provinsi Jabar telah keliru

menafsirkan lahan di BJIB bukanlah kepentingan umum untuk fasilitas sosial.

Maka dari itu muncul penafsiran dari PT Bandara Internasional Jawa
Barat terkait pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BJIB) di
Kertajati, Majalengka. Bandar udara yang terletak di Majalengka ini masih
dalam masa pembangunan sejak tahun 2015. Pemerintah Provinsi menolak
untuk membayar pajak bumi dan bangunan karena menurutnya lahan BJIB
adalah lahan untuk kepentingan umum bukan untuk mencari keuntungan
sehingga dikecualikan dari obyek pajak bumi dan bangunan. Pemerintah
Provinsi Jawa Barat mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kabupaten
Majalengka terkait penagihan pajak yang diajukan terhadap BJIB dengan
alasan tersebut, tetapi Pemerintah Kabupaten dengan tegas menolak keberatan
Pemerintah Provinsi tersebut karena dirasa alasannya tidak mendasar.
Menurut Pemerintah Kabupaten Majalengka, bandara adalah obyek dari obyek
pajak bumi dan bangunan karena bandara memiliki unsur komersil yang

hendak memperoleh keuntungan nantinya.

Menurut data harian Kompas pada tahun 2015 disebutkan bahwa PT
Angkasa Pura Il Kantor Cabang Utama Bandara Soekarno Hatta (Soetta)

membayarkan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp. 44,54 miliar
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kepada Pemerintah Kota Tangerang.”© Maka berdasarkan uraian di atas,

" pikiran Rakyat Online diakses pada tanggal 27 Februari 2016
http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/12/27 /pemprov-jabar-tolak-bayar-pbb-lahan-
bijb-rp-32-m-388920

2 Harian Kompas Online diakses pada tanggal 27 Februari 2016



peraturan mengenai obyek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan
Bangunan menimbulkan permasalahan. Apa yang dimaksud dengan kriteria
kepentingan umum yang dimaksud dalam pasal 3 (a). Mengingat sejauh ini
belum ada yang mengatur bagaimana kepentingan umum tersebut. Apakah
bandara yang masih dalam tahap pembangunan termasuk dalam obyek PBB.
Pembangunan bandar udara yang masih belum beroperasi masih belum

memperoleh keuntungan karena belum beroperasi.

Maka melihat hal tersebut, menimbulkan kendala ketidakpastian hukum
yang menyebabkan adanya penafsiran yang berbeda — beda. Bandar udara
yang masih dalam proses pembangunan apakah dapat dipajaki atau tidak. Lalu
muncul perrmasalahan tidak adanya kriteria yang pasti mengenai kepentingan
umum bukan untuk mencari keuntungan sehingga menyebabkan adanya
ketidakpastian hukum apa yang dimaksudkan dalam obyek PBB. Sehingga
muncul adanya masalah pajak yang harus diselesaikan. Apabila bandara
sebagai obyek pajak yang dikecualikan dari pajak bumi dan bangunan, maka
bagaimana penyelesaian sengketa tersebut. Tetapi apabila, bandara bukan
sebagai obyek pajak bumi dan bangunan bagaimana penyelesaian sengketa
tersebut. Penyelesaian tersebut nantinya akan diselesaikan sebagaimana
mestinya sesuai dengan penelitian penulis. Maka muncul permasalahan upaya
hukum apa yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa PBB tersebut
dalam obyek PBB yaitu bandara yang masih dalam masa pembangunan dan

belum beroperasi.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis
merumuskan beberapa masalah, yaitu:
1. Bagaimana penerapan Pasal 3 (1a) Undang — Undang Nomor 12 Tahun
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap bandar udara yang

masih dalam pembangunan?

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/03/10/1639431/Bandara.Soetta.Bayar.Pajak.Rp.4
4.54 Miliar.ke.Tangerang



2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan
sengketa PBB dengan obyek PBB yaitu bandar udara yang masih dalam
pembangunan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka
maksud dan tujuan penulisan ini adalah:

1. Menganalisis mengenai bandar udara yang masih dalam masa
pembangunan termasuk dalam obyek pajak bumi dan bangunan atau tidak.

2. Mengevaluasi peraturan perundang — undangan mengenai obyek pajak
bumi dan bangunan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk meneliti
permasalahan peraturan mengenai obyek pajak bumi dan bangunan adalah
Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penulis
kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder di
bidang hukum dibedakan menjadi sumber hukum primer, sumber hukum
sekunder, sumber hukum tersier.*® Alasan penulis menggunakan metode ini,
karena penulis ingin mengkaji permasalahan mengenai perlu atau tidaknya
mengenai kriteria kepentingan umum dan obyek pajak bumi dan bangunan.
Masalah ini akan ditinjau berdasarkan teori — teori, konsep — konsep, dan
asas — asas yang ada di dalam bidang hukum. Untuk itulah, maka penelitian

ini akan menggunakan data sekunder.

Penilitan yuridis normatif ini mencakup penelitian suatu asas-asas
hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang
sudah dibahas dengan mengkaji perundang-undangan suatu bidang hukum
kehidupan tertentu, sesuai dengan pemeringkatan undang-undang serta
sejarah hukum®. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis

normatif dengan menggunakan berbagai sumber bahan hukum di atas, maka

13 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, PT. Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2007, him.11
14 Soerjono Soekanto dan Sri mamudiji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo, Cetakan IV,
Jakarta;

2001, him.14.



penelitian ini akan berbentuk penelitian analisis deskriptif. Dengan cara
analisis deskriptif ini maka diperlukan pendekatan terhadap penelitian yang
akan penulis lakukan. Penelitian yang dimaksud adalah pendekatan terhadap
perundang-undangan®®. Analisis deskriptif dengan mengumpulkan seluruh
data kemudian dianalisa.

Proses analisa ini berdasarkan data yang bersifat umum (llmu Hukum,
Undang-Undang, Teori, Asas, dan lain-lain) dicermati atau diperbandingkan
dengan data yang bersifat khusus, untuk diambil suatu kesimpulan yang
lebih menekankan kepada penelaahan lebih dalam atas ketentuan-ketentuan
yang tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini
akan Penulis jadikan sebagai dasar untuk menganalisis aturan terkait dan
menjelaskan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang akan
diteliti dalam penelitian ini.

Penulis juga membutuhkan data untuk memenuhi hasil penelitiannya
yaitu adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara
tidak langsung atau dari sumber yang telah ada. Data sekunder dapat berupa
buku, catatan, bukti yang telah ada, peraturan perundang — undangan dan
arsip baik yang dipublikasikan secara umum atau tidak'®. Dalam hal
penelitian ini, penulis akan menggunakan buku dan peraturan perundang —
undangan yang berhubungan dengan Hukum Pajak. Beberapa peraturan
perundang — undangan yang akan digunakan oleh penulis adalah

1. Undang- Undang Dasar 1945

2. Undang — Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan

3. Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

bagi Kepentingan Umum.

4. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok — Pokok

Agraria
5. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

15 peter Mahmud Ma rzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hml.142.
'® Ibid., him. 107



6. Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan
7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
1.5 Sistematika Penulisan

BAB | :Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai faktor — faktor yang
mengakibatkan munculnya permasalahan adanya bandar udara yang dalam
pembangunan sebagai obyek pajak bumi dan bangunan yang dikecualikan

karena kepentingan umum.
BAB Il  :Tinjauan Teori Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Pada bab ini, penulis akan menguraikan teori — teori dan asas — asas
hukum yang berkaitan dengan obyek pajak bumi dan bangunan. Teori dan
asas hukum ini nantinya akan memberi pembenaran atau justru menyanggah
mengenai bandar udara yang dalam pembangunan termasuk dalam obyek

pajak bumi dan bangunan.

BAB Il : Obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang tidak Dikenakan Pajak

Bumi dan Bangunan

Pada bab ini, penulis akan menganalisis mengenai peraturan mengenai
obyek pajak bumi dan bangunan yaitu bandar udara yang masih dalam

pembangunan.

BABIV : Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan untuk Menyelesaikan

Sengketa Pajak Bumi dan Bangunan

Pada bab ini, penulis akan menguraikan prosedur dan upaya hukum yang
dapat dilakukan terkait dengan sengketa PBB. Prosedur dan upaya hukum ini
nantinya akan membantu untuk menyelesaikan masalah sengketa PBB dengan

obyek PBB yaitu bandar udara yang masih dalam pembangunan.
BABYV  :Penutup

Pada bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dan isi penulisan hukum ini.
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